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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan persetujuan 

tindakan medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang memiliki 

peran krusial dalam memastikan kepastian hukum, meningkatkan pemahaman 

pasien, serta memperkuat hubungan profesial yang baik anatara dokter, rumah 

sakit dan pasien, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara pasien dan dokter di Rumah 

Sakit Ibu Dan Anak Mutiara Bunda Padang. 

Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Mutiara Bunda pelaksanaan persetujuan 

tindakan medis dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh dokter terhadap pasien, yang setelahnya dikeluarkan diagnosa dan 

persetujuan tindakan medis yang berisi Diagnosis, Indikasi, tindakan 

pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, risiko komplikasi yang 

mungkin terjadi, alternatif tindakan dan risikonya, risiko apabila tindakan 

tidak dilakukan dan prognosis setelah memperoleh tindakan. 

 

2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam 

pelayanan kesehatan yang terjadi di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Mutiara 

Bunda Padang. 

a. kendala dalam komunikasi antara dokter dengan pasien pada saat proses 

penjelasan isi dari persetujuan tindakan medis yang mencakup  
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diagnosa, indikasi, tindakan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan 

dan tujuannya, resiko komplikasi, alternatif tindakan dan resikonya, 

risiko apabila tindakan tidak dilakukan dan prognosis setelah 

memperoleh tindakan. 

b. Kendala dari keluarga lain yang tidak menandatangani persetujuan 

tindakan medis. Seringkali keluarga pasien yang lain mempertanyakan 

tindakan-tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, yang 

sebenarnya sudah dijelaskan pada saat penjelasan isi persetujuan 

tindakan medis 

 

3. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu Dan Anak 

Mutiara Bunda Padang kepada pasien untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan persetujuan tindakan medis. 

a. Dimulai dengan penanganan dari pihak manajemen, penggolongan 

kendala ringan, sedang dan berat dengan sanksi pemeberian surat 

peringatan pertama, kedua, ketiga hingga pemberhentian dan 

pertanggung jawaban melalui jalur hukum jika keluarga pasien 

memilih menempuh jalur hukum.  

b. Pertanggungjawaban selanjutnya dilakukan oleh Direktur Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang dengan, memberikan 

keputusan akhir dalam pertanggung jawaban terhadap kendala yang 

dilaporkan pasien guna menyelesaikan kendala tersebut. 

 

 

53 



3 

 

   
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

B. Saran  

1. Saran Untuk Rumah Sakit Ibu Dan Anak Mutiara Bunda 

Peningkatan komunikasi yang lebih efektif dan efisien kepada pasien yang 

kebanyakan merupakan masyarakat awam,. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan dengan memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang 

sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta menghindari istilah medis yang 

terlalu teknis tanpa penjelasan. Untuk meningkatkan pemahaman pasien 

mengenai persetujuan tindakan medis, RSIA bisa melakukan, salah satunya 

dengan mengadakan penyuluhan atau edukasi bagi ibu hamil sebelum 

persalinan, baik secara langsung maupun melalui media digital.  

 

2. Saran Untuk Pasien 

Sebelum menandatangani persetujuan tindakan medis, pasien sebaiknya 

membaca seluruh isi dokumen dengan cermat dan tidak terburu-buru dalam 

mengambil keputusan, jika terdapat istilah atau prosedur yang kurang 

dipahami, disarankan untuk bertanya langsung kepada dokter atau tenaga 

medis agar mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Selain itu, memahami 

secara menyeluruh mengenai manfaat serta risiko dari tindakan medis yang 

akan dilakukan menjadi hal yang sangat penting agar pasien dapat membuat 

keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatannya.  

 

3. Saran Untuk Pemerintah 

Untuk meningkatkan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di rumah 

sakit swasta, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan. 
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Aturan yang lebih jelas dan tegas harus diterapkan agar rumah sakit swasta 

menjalankan persetujuan tindakan medis dengan benar dan adil. Selain itu, 

perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan 

kepatuhan rumah sakit terhadap aturan yang berlaku. Pemerintah juga dapat 

menyediakan layanan mediasi bagi pasien dan tenaga medis jika terjadi 

perselisihan, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat dilindungi. 
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